ANALISIS PENERIMAAN PAJAK PARIWISATA DI KOTA BATU PADA
MASA PANDEMI COVID-19
(Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Oleh :

FRUDENSIUS OVALDRI
2016110067

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI
MALANG
2021



ABSTRAK

Wabah pandemi telah meluluhlantakkan sektor ekonomi dunia maupun
Indonesia khususnya. Hampir semua sektor telah merasakan dampak dari pandemi
Covid-19, mulai dari ekonomi, pembelajaran, sosial, pariwisata serta sebagainya
(Suhendri, et.al, 2021). Industri pariwisata menjadi salah satu industri yang paling
terdampak pandemi. Badan Pendapatan Daerah Kota Batu menjadi lokasi kajian
ini, dan fokus kajiannya adalah pada penerimaan pajak di Kota Batu pada masa
pandemi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui berapa banyak uang
yang dihasilkan industri pariwisata di Kota Batu selama pandemi. Data primer dan
sekunder digunakan dalam penelitian deskriptif kualitatif ini.

Mengingat akibat dari Eksplorasi yang diarahkan pada Badan Pendapatan
Daerah Kota Batu sampai dengan Pemeriksaan Pendapatan Daerah Dinas
Pariwisata di Kota Batu Pada Masa Pandemi Corona, bahwa pencapaian yang
terjadi dari target dan merealisasikan penerimaan pajak pariwisata pada tahun 2020
sebesar 124,14% dan dari pencapaian tersebut dapat dikategorikan sangat efektif.
Sedangkan pada tahun 2021, hanya sebesar 98,89%, dari target dan realisasi yang
dihasilkan, Sehingga pencapaiannya dikategorikan sebagai efektif dengan tingkat
persentase pencapaian di antara 90% - 100%.

Kata Kunci : Pariwisata, Pajak, Pandemi Covid-19



BAB1

PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Pada awal 2019, virus yang dikenal dengan nama SARS-CoV-2 menyebar
dari kota Wuhan di China hingga menjadi pandemi di seluruh dunia (Suhendri, et.al,
2022). Organisasi Kesehatan Dunia telah menetapkan penyakit ini sebagai COVID-
19. Dengan proliferasi COVID-19 di seluruh planet ini, semua bidang kehidupan
yang biasa kita jalani didorong untuk bergeser (Suhendri, et.al, 2021). Ungkapan
"new normal" juga menjadi ungkapan populer di kalangan kebijakan publik
pemerintah. Hadirnya new normal ini akan mempengaruhi jalannya kehidupan di
tahun 2020 dengan mengurangi aktivitas keramaian melalui pemisahan sosial, cuci
tangan, dan penggunaan masker saat melaksanakan kegiatan di luar rumah.

Hal ini menyebabkan banyak masyarakat yang terdampak, dan bahkan ada
yang sampai meninggal karena terinfeksi oleh virus tersebut. Indonesia bukanlah
satu-satunya Negara yang terdampak wabah Covid-19, hampir seluruh dunia juga
menderita karena hal tersebut. Virus Corona (COVID- 19) yang tengah terjadi telah
menjadi kasus kesehatan global sejak awal kemunculannya dan bahkan sampai
pada masa sekarang dan juga memunculkan akibat yang sangat besar terhadap
seluruh lapisan kehidupan diseluruh dunia. Pada akhir April 2020 lalu, tercatat dari
210 Negara terdapat 3,5 juta orang yang masuk rumah sakit dan menjalani karantina
mandiri akibat terjangkit virus corona. (Worldometer, 2020. Dalam Dedi Junaedi

& Faisal Salistia, 2020).



Hampir semua sektor telah merasakan dampak dari pandemi Covid-19,
mulai dari ekonomi, pembelajaran, sosial, pariwisata serta sebagainya (Suhendri,
et.al, 2021). Perihal penyebabnya dikarenakan Covid-19 memunculkan ada rasa
takut akan bahaya serta resiko atas dasar kabar serta kenyataan yang tersebar bisa
berujung pada kematian. Dampaknya timbul rasa kekhawatiran bagi warga dalam
melaksanakan seluruh aktivitasnya yang mungkin akan menular virus Covid-19 ini.

Berdasarkan pernyataan WHO, Pandemi Covid-19 bermunculan di
Indonesia pada tanggal 9 Maret 2020. Menanggapi hal tersebut, pemerintah
Indonesia tidak tinggal diam dalam mengatasi wabah tersebut, dimana pemerintah
Indonesia mengambil berbagai kebijakan guna menekan penyebaran virus yang
telah mewabah di Indonesia dan bahkan di berbagai Negara. Salah satu kebijakan
yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar
(PSBB). Dalam kebijakan ini, Pemerintah Indonesia menghimbau agar masyarakat
Indonesia tidak banyak melakukan aktifitas di luar rumah demi mengurangi
penyebaran wabah penyakit yang satu ini.

Namun di lain sisi kebijakan tersebut juga banyak menimbulkan dampak
sosial dan ekonomi bagi masyarakat maupun Negara karena segala aktivitas
masyarakat yang seharusnya dilakukan di luar rumah terpaksa terhenti karena
pemberlakukan kebijakan oleh pemerintah yang mewajibkan [publik standby di
rumah selama aturan berlangsung. Selama pemberlakuan PSBB hampir semua
kegiatan usaha maupun jasa terpaksa diberhentikan untuk sementara waktu maupun
permanen (Budastra, 2020)(Suhendri, et.al, 2022).

Pemberlakuan PSBB oleh Pemerintah pada awal bulan April 2020 dalam



rangka menekan penyebaran Covid-19 memberikan penyebab tumbuhnya ekonomi
Indonesia pada kuartal 1 (Q1) 2020 tidak sesuai dengan target yang diharapkan.
Yang mana harapannya menjadi target pencapaian sekitar 4,5 sampai 4,6%, Namun
yang didapat hanya mencapai 2,97 %. ( Edy Sutrisno, 2020).

Diantar yang berpengaruh oleh pandemi ini alah pada sektor Pariwisata.
Dimana perlu kita ketahui bahwa Negara Indonesia memiliki potensi pariwisata
yang cukup besar karena memiliki banyak pulau serta kekayaan alam yang
melimpah. Karena hal itu, maka tidak heran jika sektor pariwisata menjadi salah
satu sumber pendapatan terbesar di Indonesia. Banyaknya tempat wisata dapat
meningkatkan perekonomian Indonesia serta daerah-daerah tertentu yang memiliki
potensi wisata. Masyarakat setempat yang melakukan aktivitas usaha di sekitar
tempat wisata juga tentunya akan memperoleh dampak terhadap pendapatan usaha
yang mereka jalani jika terdapat banyak wisatawan yang berkunjung di tempat
wisata yang berada di sekitar tempat usaha mereka. Sektor pariwisata merupakan
salah satu efek ganda dimana terdapat beberapa usaha yang menunjang sektor
pariwisata dalam keberlangsungan usaha, adapun usaha yang dimaksud seperti
perhotelan, restoran, pedagang, dan lainnya yang juga mendukung sektor
pariwisata. Menurut penelitian dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Sosial
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) yang
dilakukan pada tahun 2018, multiplier effect di Indonesia menunjukkan betapa
pentingnya sektor pariwisata dalam mendukung perekonomian Indonesia.

Kontribusi industri pariwisata sangat penting bagi perekonomian Indonesia,

dimana industri pariwisata dapat menggali pendapatan yang cukup besar bagi



Negara maupun daerah setempat yang memiliki potensi di bidang pariwisata. Selain
itu sektor pariwisata juga berperan dalam pendapatan devisa, penciptaan lapangan
kerja dan pengembangan usaha. Tercatat pada tahun 2018 berpendapat devisa dari
sektor pariwisata meningkat 15,4% secara tahunan, selain itu data dari
Kemenparekraf juga mengatakan bahwa tenaga kerja di sektor pariwisata juga
mengalami peningkatan yang tercapai 12,7 juta orang atau sekitar 10% dari total
penduduk indonesia yang bekerja.

Namun semenjak munculnya Covid-19 di Indonesia membuat pendapatan
pada sektor pariwisata menurun karena kuantitas wisatawan dari luar negara yang
mau kunjungan pada Indonesia mengalami penurunan, selain itu masyarakat
Indonesia juga enggan untuk mengunjungi tempat wisata di Tanah air karena takut
akan virus yang satu ini, karena diketahui bahwa Covid-19 merupakan salah satu
penyakit menular. Menurut laporan Badan Pusat Statistik, wisatawan yang
melakukan kunjungan ke Indonesia pada tahun 2020 menurun 7,62% bila
dibandingkan dengan bulan desember pada tahun sebelumnya, yaitu 1,37 juta (Desy
Tri Anggarini, 2021). Penurunan wisatawan asing yang berkunjung ke tanah air
juga membawa dampak buruk bagi tenaga kerja di bidang pariwisata. Banyaknya
sektor wisata yang berhenti beroperasi membuat tenaga kerja di bidang tersebut
kehilangan pekerjaan dan berimbas pada pendapatan mereka. Selain tenaga kerja
pelaku usaha pariwisata juga paling merasakan dampak buruk karena hal tersebut.

Dampak lain juga dirasakan pada penerimaan pajak, dimana sektor
pariwisata ialah diantara sumbang pajak terbanyak di Indonesia, namun semenjak

munculnya pandemi industri pariwisata mengalami penurunan yang cukup dalam.



Minimnya wisatawan, baik itu wisatawan mancanegara maupun lokal yang
mengunjungi destinasi wisata yang ada di Indonesia merupakan salah satu faktor
penyebab yang berimbas pada penerimaan pajak. Jumlah kunjungan wisatawan
menjadi salah satu tolak ukur bagi penambahan pendapatan daerah maupun
masyarakat setempat yang melakukan kegiatan usaha yang menunjang industri
pariwisata. Dukungan fasilitas dan layanan yang disediakan dapat menjadi minat
bagi wisatawan untuk mengunjungi suatu objek wisata. Semakin banyak
pengeluaran para wisatawan maka semakin besar pendapatan bagi pelaku usaha di
sektor pariwisata, maka tidak menutup kemungkinan meningkatnya pendapatan
daerah setempat.

Pandemi Covid-19 berdampak pada penerimaan pajak dari industri
pariwisata. Dimana pajak hotel, restoran, dan hiburan, yang mendukung kegiatan
pariwisata, menyumbang hampir semua penurunan penerimaan pajak. Menurut
Eureka Putera, Kepala Dinas Subdirektorat DJP untuk potensi dampak kebijakan,
kepatuhan, dan penerimaan pajak, realisasi penerimaan pajak sampai dengan
Agustus 2020,7,6 triliun adalah Rp. pertumbuhan ekonomi industri pariwisata
nasional. Sejak tahun 2015, pembayaran pajak kepada industri secara konsisten
meningkat dua digit, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar
23%.

Salah satu destinasi wisata di provinsi Jawa Timur adalah Kota Batu. Kota
Batu merupakan destinasi wisata yang populer karena pemandangan alamnya yang
menakjubkan dan iklimnya yang menyegarkan. Tidak heran jika sektor wisata

menjadi andalan bagi Kota Batu dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah



(PAD). Pajak memainkan peran penting dalam menghasilkan pendapatan bagi
industri pariwisata. Pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan hanyalah
beberapa dari pajak yang termasuk dalam payung pajak industri pariwisata. Dengan
menjumlahkan ketiga pajak tersebut maka akan didapat penerimaan pajak sektor

pariwisata.

Namun belakangan ini kondisi sektor pariwisata di Kota Batu mengalami
perubahan karena wabah pandemi yang memaksa pemerintah untuk membatasi
aktivitas masyarakat melalui penerapan PPKM. Pemberlakukan PPKM yang
diterapkan Pemerintah demi mengurangi penyebaran wabah penyakit Covid-19 ini
tentunya membawa dampak buruk bagi sektor pariwisata Kota Batu. Semenjak
pemberlakukan PPKM, mengakibatkan seluruh tempat wisata di Kota Batu ditutup
sehingga kemungkinan akan berdampak pada pendapatan daerah Kota Batu itu

sendiri.

Peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam
mengenai penerimaan pajak yang dihasilkan oleh sektor pariwisata selama masa
pandemi Covid-19 di Kota Batu setelah mengetahui kejadian sebenarnya. Dalam
penelitian ini yang dimaksud dengan pajak industri pariwisata adalah: 1. Pajak
Hotel; 2. Pajak Restoran; dan 3. Pajak Hiburan. Ketiga pajak tersebut pada akhirnya
akan menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini, yang tertuang dalam sebuah tesis
berjudul:“Analisis Penerimaan Pajak Sektor Pariwisata Di Kota Batu Pada Masa
Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota

Batu)”.



1.2 Rumusan Masalah
Melalui penguraian di atas sehingga timbul perumusan permasalahan seperti ini
“Bagaimanakah Penerimaan Pajak Pariwisata di Kota Batu Pada Masa Pandemi
Covid-19?
1.3 Tujuan Penelitian
Riset berikut memiliki tujuan sebagai mengetahui bagaimana Penerimaan
Pajak Pariwisata Di Kota Batu Pada Masa Pandemi Covid-19.
1.4 Manfaat Penelitian
Dengan tujuan yang sudah terpaparkan sehingga riset berikut mempunyai
harapan seperti berikut:
1. Manfaat Teoritis

Temuan yang disajikan dalam riset ini berpotensi untuk menghasilkan literatur
atau referensi baru yang memajukan pemahaman pembaca dan sarjana tentang
ekonomi, khususnya perpajakan..

2. Manfaat Praktis
a) Manfaat bagi akademisi :

Dimaksudkan oleh para akademisi agar penelitian ini dapat menambah
pengetahuan yang ada dan bermanfaat bagi para pembaca sebagai narasumber bagi
kepentingan keilmuannya tentang Penerimaan Pajak Pariwisata Kota Batu. Di saat
Pandemi Covid-19.

b) Manfaat bagi wajib pajak
Bagi pemerintah, temuan studi ini diharapkan dapat membantu industri

pariwisata Kota Batu dan dapat memberikan data yang akurat tentang penerimaan



pajak pariwisata kota tersebut. Di saat Pandemi Covid-19
¢) Manfaat Bagi Universitas
Sebagai narasumber dan pembimbing Universitas Tribhuwana Tunggadewi,
mahasiswa S1 Malang, khususnya yang terdaftar di program studi Akuntansi yang
ingin melakukan penelitian tambahan tentang penerimaan pajak pariwisata di Kota

Batu selama pandemi Covid-19.
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